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Menimba[8 a. bahwa bencana alam yang ftelanda Plovinsi ^\*ahgSroe Aceh

Darussalam dan Kepulauan Nias Prcvillsi Sumatera Utara telah

menSakibatkan kerusakan berat pada infrastruktur dan melenrahkan

perckonomian, melenuhkan masyarakat, serla m€lemahkan jalanflya

penrerintahan, sehing.a penangaflan daerah yang mengalami bencana

dilaksanakan sesuai dengan Rercana Induk Rehabilitasi dan

Rekonstr[ki di wilayah dan Kehidupan Ma^syarakat Provinsi NanSEnx

Aceh Darussalam dan Xepul4Lran Nias Provinsi Sunratera Utara

s€baSainuna diatur dalam PeratuBn Presiden Nomor 30 Tatlun 2005;

b. bahwa sebagaifllana dianlanatkan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden

Nonror 30 Tahu11 2OO5 jo. Peratumn Presiden No. 47 t^h,.l'n 2OOB

Kementerian Perencanaan PembanSunan Nasional/Badan Perencanaan

Penlbangunan Nasional diberikan tanSsung jawab untuk tnelakukan

pernantauan dan pengendalian lxlaksanaan pr(8ranl rchabilitasi dan

rekonstruksi;

c. bahwa denSan befakhirnya nasa tugas Bada[ Rehabilitasi dan

Rekonstruksi NAlr-Nias, keber'lanjutan pelakMnaan dan koordinasi

kegiatan rehabilitasi dar rekonstruksi di wilayah pasca bencana,

nlenjacli tal188ul18 jawab lanSsut'18 Pcnlerintah Pusat dan Pemerintah

Dael'ah, sebagainE,u ditctapkah I elalui Peraturan Presiden N"omor 3

Tahu 2009;

cl. bahwa s€lana 5 (linu) talltrn pelaksanaan rchabilitasi dall rckonstruksi

di Provirsi N-an38roe Aceh Darnssalanl dan KePulauan Nias Prcvinsi

SunHtcla Utala yant dilaksanakall selama nrasa tuSas Eadan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias dan dilanjutkan oleh

kcrrrclrter'ian
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kementerian/lembaga, Irmcrintah daerah, dan pemangku kepentingan

lainnya sampai dengan akhir tahun 2009, nasih terdapat kegiatan-

kegt,;l^tl yani belum selesai dan perlu dilanjutkan penyelesaiannya

mulai tahun 2olo hin88a t^h$n 2012, yafl8 dituantkan dalam

Reflcana Aksi KesinambunSan Rekonstruksi di Provinsi Nan8Sroe Ac€h

Darussalam darl Kepulauatl Nias Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-

2012i

e. bahwa guna mehuntaskan keSiatan pada tahun 2010, sesuai yang

tercantum dalam Peratulan Presiden Nomor 2t tahun 2009 tentanS

Rencana Kerja Penerintah Tahun 2010, yang rnenjadi pedoman bagi

Kementerian Negara/t mbaga dalam menyusun Rencana Kerja

Kenrenterian NeSara/kmbaSa Tahun 20lO d^i acnar. bagi

Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahur 2010;

f. bahwa berdasarkah pertimbanSan seba8ainlana dimaksud dalam huruf
e, perlu membentuk Tim Koordinasi Penyelesaian dan Keberlanjutan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Pncvinsi Nan8Sroe Aceh Darussalam

darl Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

g.bahwa Wj^b^t yanS namanya tercantum dalaft Lampiran Keputusan

ini dianggap nvrmpu dan nlemenuhi persyaratah untuk dtlduk dan

nrclaksanakan tu8as s€ba8ai an8Sota Tim Koordinasi Penyelesaian dan

Keberlarjutan R€habilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi NanSSroe Aceh

Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Surnatera Utara;

l. UndanS-Undans Nomor 47 Tahun 2OOg tentanS An8Saran

Pend^palalt dan Belanja NeSara Tahun Arl8Saran 2010 (lrmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor 156, Tambahan

L€mbaran Ne8ara Republik lndonesia Nonrcr 5075);

2. Keputusan Presideh Nomor 42 Tahnn 2OOZ tenl,,l8 Pelaksanaan

AnSgaran Pefldapatan dan Belanja NeSara (t€ntba.an NeSara Republik

lndonesia Tahun 2002 Nonlor 73, T^tl..baha.'r. t€mbaran NeSara

Republik Indonesia Nomor 4212) sebaSainuna telah beberapa kali

diubah, terakhir denSan Keputusah Presiden Nomor 72 Tahvn 2OO4

(tpmbaran Negara Republik lndonesia T4hun 2004 Nomor 92,

Tambahan Lembaran NeSara Republik Indoncsia Nontot 4418);

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2oo5 tentanS Kedudukan, TtrSas,

FunSsi, Susunan Organisasi, dsn Tata Kerja Kementerian NeSara

Republik lndoncsia sebaSainuna telah beberapa kali diubah, terakhir

denSan Peraturan Presiden Nonbr 20 Tahun 2008;

4. Peraturan Presiden Nomor tt2 'lhhun 2007 tentang Badan Peretrcanaan

Pembangunan Nasional;

5. Peraturan Prcsiden Nonlor 47 Tahun 2008 tentaflS Perubahan atas

Peratur€h Presiclefl No.3Ol2005 tentanS Rencana lnduk Rehabilitasi

dan
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dan Rekonstruki wilayah dan Kehidupan Malyarakat Provinsi

NangSroe Aceh Darussalam dan Kepulauan NiaJ Provinsi Sunutera

Ut^raf

6. Pe.aturan Prcsiden Nomor 3 Tahun 2OO9 tentang PenSakhiran Masa

Tutas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruki wilayah dan Kehidupan

Masyarakat Prcvinsi n*anggrr:e Aceh Danr.s-salam dan Kepulauan Nias

Provinsi Sumatera Utara dan KesinambunSan Rehabilitasi dan

Rckonstruksi di Wilayah Provinsi NanSSroe Aceh Damssalam dan

Kepul.ruan Nias Prcvinsi sunutera Utara;

7. Keputusan Menteri NeSara Perencanaan Pemban8unan

Nasional/Kepala Badan Percncanaan PenlbanSunan Nasional Nomor

PER.OO4IM.PPN/o9,/2007 tentang Pedoman Penlrusunan Rencana

AnSSarah dan Biaya (RAB) kegiatan di Kementerian NeSara

Perencanaan PembanSunan Nasional/Badan Perencanaan

Pcmbanguflan Nasional s€bagaimana telah bebe.apa kali diubah'

terakhir defl8an Perattuan Meflted Negara Perencanrun PembanSuhan

Nasional/Kepala Badan Perencalaan PembanSuflan Nasional Nomor

P[R. 003/M.PPN/09/2008;

8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan PembalrSunan

Nasional/Kepala Badan Percncanaan Pembangunan Nasional Nomor

PtR OOs/M.PPN/10 /2007 lent^fl8 organisasi dar Tata Kerja

Kementedan NeSara Perencanaan Pembanguhan Nasional/Badan

Percncanaan PembanSunan Nasional;

MX.MUTUSKAN

KEPUTUSAN M-ENTTRI PERENCANAAN PEMBANGTJNAN

NASIONAL/KEPAI,A BADAN PERENCANAAN PEMBANGTNAN NASIONAL

TENTANG PI,MBENTUKAN TIM KoORDINAST PEI'IYELISAIAN DAN

KEBIRI.ANIJTAN REHABILITASI DAN RXKONSTRUKSI DI PROVINSI

NANGGROE ACEH DARUSSAI"A,M DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI

SUMATERA UTARA.

Membentuk Tim Koordinasi Penyelesaian dan Keberlanjutan Rehabilitasi

dan Rekonstruksi di Provinsi NansSroe Aceh Darussalant dan Kepulauan

Nias provinsi Sumatera Utara, yanS selanjuhya disebut Tinr KPKRR NAD-

Nias, dengan susunan keanSSotaan sebagainlana terc ntum dalanl

Lampiran Keputusan ini.

Tim KPKRR NAD-Nias terdiri atas Tim PenSarah dafl Tim Pelaksana'

Tim Pengarah berlugas :

a. melakukan koordinasi lintas s€ldor dart lintas wilayah dalam proses

penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kcrja pengendalian

IGTICA

pelaksanaan


